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KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1884 { 1020/ pappéitbangd

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

a.

Bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017,
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi
informasi yang dikecualikan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
disebutkan adanya klasifikasi informasi yang
dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna Informasi Publik, kecuali
Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas
dan rahasia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Penetapan Daftar Infotrmasi Publik Yang
Dikecualikan Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Keuangan Negra;




b

Menetapkan
KESATU

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/21/M.PAN/11/2028 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115
tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
184.4/450/Bappelitbangda Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provonsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024,

MEMUTUSKAN

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan
Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024,



KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Febrdart 2024

an. Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku Pembina PPID Pelaksana,

i o~ - A //

Ps
Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg
Pembina Utama Muda
Nlp' A AN A A 2 mmAAnn 1 02

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:
1. Gubernur Sulawesi Selatan;

2. Diskominfo-SP selaku PPID Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH

(BAPPELITBANGDA)

MAKASSAR 90245

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

UJI KONSEKUENSI
JANGKA WAKTU
NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melindungi data pribadi ASN
- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - Kemungkinan besar melanggar - Menghindari penyalaggunaan data
Pasal 27 h HAM pribadi oleh pihak tertentu
1 Bio data Elektronik - Kemungkinan bisa di salahgunakan | - Menghindari penyalahgunaan data Set:;a:‘h ;n:nr:):;:t |2|:ut;rrt1ulls
oleh pihak tertentu pribadi oleh pihak tertentu 1 yang bersang
- Yang bersangkutan dapat : ;
mengajukan keberatan atau ~Mgnginaan kz%i'frt:n atau gugatan
mengajukan gugatan di Pengadilan
-UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H | - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melindungi data pribadi ASN
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang ; ;
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 - Melanggar HAM i Menghlnd_arl penyalaggunaan data
Huruf h pribadi oleh pihak tertentu
9 Identitas ASN yang melanggar disiplin Setelah mendapat izin tertulis
dan dijatuhi hukuman disiplin - Bisa di salahgunakan oleh pihak |- Menghindari keberatan atau gugatan dari yang bersangkutan
tertentu Hukum
- Yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan atau
mengajukan gugatan di Pengadilan




UJI KONSEKUENSI

NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM iﬁ:ﬁ;’éﬁ&ﬁ;ﬁ
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H | - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melindungi data pribadi ASN
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang - Menghindari penyalaggunaan data
Keterbukaan Informasi Publik =Malangger HAN pribadi oleh pihak tertentu
5 | !dentitas ASN yang mengajukan Izin - Bisa di salahgunakan oleh pihak |- Menghindari keberatan atau gugatan| Setelah mendapat izin tertulis
Perceraian/Perkawinan tertentu Hukum dari yang bersangkutan
- Yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan atau
mengajukan gugatan di Pengadilan
- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H | - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melindungi data pribadi ASN
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang . )
. h - Menghindari penyalaggunaan data
Keterbukaan Inft:msfs: Publik Pasal 17 - Melanggar HAM pribadi oleh pihak tertentu
ooy - Setelah mendapat izin tertulis
4 Daftar Nilai SKP ASN PP No. 10 Tahun 1979 tentang  Bics dt ; X : . "
Penelian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Bisa di saia?g::;:an oleh pihak Menghindari k:ll;;rua:n atau gugatan dari yang bersangkutan
Pasal 6
- Yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan atau
mengajukan gugatan di Pengadilan
- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H | - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melindungi data pribadi ASN
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang . ;
g : - Menghindari penyalaggunaan data
Keterbukaan Infﬂﬂ:ﬁﬂ Publik Pasal 17 - Melanggar HAM oribadi oleh pihak tertentu
5 Data Rekam Medis ASN - Permenkes Rl No. Setslan mendapatitin s

269/MENKES/PER/11/2008 tentang
Rekam Medik, Pasan 1c

- Bisa di salah gunakan oleh pihak
tertentu

- Menghindari keberatan atau gugatan
Hukum

dari yang bersangkutan




UJI KONSEKUENSI

JANGKA WAKTU

rahasia

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

tertentu

dokumen pihak tertentu

NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- Yang bersangkutan dapat )
mengajukan keberatan atau Keaman:: ds:r:a?yfﬂ:nna” AGN
mengajukan gugatan di Pengadilan yang 9
) Mfgggsaf;%%u 3:&1“::”3:;2: o - Menjaga kondusivitas proses
- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H pioRe y ' penyusunan atau pengembalian
Kebijakan karena adanya K
eputusan
pengungkapan prematur
-t 14 Tahun‘2008‘tentang - Dapat merugikan Pemerintah - Menjaga keamanan pengambilan
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 .. . :
6 Data Usulan Pengangkatan PNS it | Daerah & ASN yang bersangkutan kebijakan Setelah mendapat izin tertulis
dalam Jabatan Struktural dari yang bersangkutan
- PP No. 10 tahun 2000 tentang ; . _—
Pengangkatan PNS dalam Jabatan - Menjaga kerahasiaan data pribadi
ASN
Struktural
- PP No. 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas PP No. 100 Tahun
2000
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang - Merugikan proses penyusunan
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 kebijakan karena adanya - Menjaga kerahasian dokumen
, | Arsip dinamis yang memuat sifatnya Huruf i pengungkapan secara pribadi Setelah mendapat izin tertulis
) ) ) dari yang bersangkutan
- Bisa di salahgunakan oleh pihak - Mencegah Penyalahgunaan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17
Huruf i

- menghambat kesuksesan
pelaksanaan kebijakan atau program
karena adanya pengungkapan secara

prrematur

- Dapat menimbulkan penilaian tidak

- Efisiensi anggaran karena diperoleh
penawaran harga yang wajar

- Mencagah terjadinya penilaian yang

- Selama proses penawaran
berjalan

- Kepres no. 80 tahun 2003 beserta
perubahannya objektif tidak objektif
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, |- Menghindari persaingan usaha yang ) ;o i
Pasal 17 huruf | dan huruf j tidak sehat - MElaga ohjeiditas panhaisn




UJI KONSEKUENSI
JANGKA WAKTU
NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang - Sampai Proses pengadaan
8 Dokt Penawars honlrax Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun barang dan jasa selesai
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2008, pasal 30-37 tentang Informasi - Mencegah tindakan pencurian - Mengamankan perangkat
dan Transaksi Elektronik, pasal 30-37
Lokasi S - i Selama masih aktif
10 crastsenver Mancegah tipdgkan pengrusakan - Mengamankan data elektronik I '
dan kriminal lainnya
- Mencegah adanya penyalahgunaan
oleh pihak tertentu
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang - Mencegah serangan Hacker dan
11 | Internet Protokal / IP Address Privat Informasi dan Transaksi Elektronik, - Serangan Hacker selama masih perlindungan hak Selama masih aktif
pasal 3 privatisasi
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang . )
12 Bandwich Management Informasi dan Transaksi Elektronik, . Penyal_ahgt_maan kapasitas - Mengatur kestabul_an penggunaan Selama masih aktif
bandwich diluar ketentuan bandwich
pasal 30
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Meficegan r:;rg(a::::‘gunakan L
13 Kode Akses Elektronik pasal 1 angka 10 Selama masih aktif
- Mencegah keamanan jaringan
Komputer
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik , Huruf | | - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mencegah mgnyalah gunakan oleh
dan-J pihak lain
14 Sistem Keamanan Elektronik Selama masih aktif
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang - Mencegah keamanan jaringan
Informasi dan Transaksi Elektronik Komputer




UJI KONSEKUENSI

JANGKA WAKTU
NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 | - Penyalahgunaan oleh pihak lain ~Marcagan mgnyala_hgunakan oleh
Huruf i pihak lain
15 Sistem Management Database Selama masih aktif
- UU No. 11 Tahun 2008, tentang - Mencegah keamanan jaringan
Informasi dan Transaksi Elektronik Komputer
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang = Mangramiat bEatimanan - Membantu badan publik dalam
. ) pelaksanaan pelaksanaan kebijakan . B
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 mencapai keberhasilan pelaksanaan
3 karena adanya pengungkapan secara -
huruf ¢ dan Pasal 17 huruf i kebijakan
prematur
- Peraturan MENPAN no.
Hasil Pemeriksaan Reguler, PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode
16 |Pemeriksaan Khusus, review Laporan Etik Pengawasan dan No. Sampai ada keputusan hukum
keuanganl Eva|uasifpemantauan PER]OS’MJ’ZOOS tentang Standar Audlt
Pengawasan Inernal Pemerintah
- Peraturan Mendagri no. 28 Tahun
2007, tentang Norma Pengawasan
Pemerintah, Lampiran 1 bab Norma
Pelaporan huruf a
- Untuk menjaga kerahasiaan dalam
- Bisa menyebabkan proses lelang proses pelelangan sehingga proses | :
17 Data KAK/OE/HPS/RAB ~Hapras M. 54 Tahun 234G *e’.“a”g pekerjaan yang tidak sesuai dengan |berjalan dengan lancar karena sesuai Selama prosea Ie_lang hingga
pengadaan barang/jasa Pemerintah S : selesai
mekanisme atau tata cara pelelangan| dengan mekanisme dan tata cara
pelelangan
- Mencegah serangan Hacker
18 Soucre code (basic desain) website - UU No. 11 Tahun 2008 tentang - Serangan Hacker - selama mendapat izin tertulis

dan Aplikasi

Informasi Transaksi Elektronik

- Perlindungan Hak Privat

- Mencegah penyalahgunaan

dari yang berwenang




UJI KONSEKUENSI

JANGKA WAKTU
NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang . . - selama mendapat izin tertulis
19 Data Center Room Informasi Transaksi Elektronik - Penyalagunaan Informasi - Pengamanan Informasi dari yang berwsnang
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang : ;
Keterbukaan Informasi Publik - Membahayakan Pelapor - Melindungi Pelapor
: : Sampai ada keputusan hukum
20 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) ~PPNo. 12 Tahun 2017 téntang - Memungkinkan adanya gugatan | - Mencegah adanya gugatan hukum P an feta
Ermbineendan Rengawasen hukum dari yang bersangkutan dari yang bersangkutan = J
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 9 yang 9
- memungkinkan Penyalahgunaan - Mencegah Penyalahgunaan
Informasi Informasi
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang - Sampai ada keputusan hukum yang
Keterbukaan Informasi Publik bersifat tetap ~Hembahayaran pelgpor
y . Sampai ada keputusan hukum
21 Bahan/data Pemeriksaan EP No. 12 Tahun 2017 tentang - memungkinkan adanya gugatan P ‘: ;
embinaan Penyelenggaraan hukum dari vana bersanakutan yang tetap
Pemerintah Daerah yang be 9
- Memungkinkan Penyalagunaan
Informasi
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17| - Mengancam Keamanan Pelapor - Membahayakan pelapor
huruf h)
22 Identitas Pelapor/Pengadu - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Sampai ada keputusan hukum

Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

- Memungkinkan adanya gugatan
hukum dari yang bersangkutan

- Memungkinkan adanya gugatan
hukum dari yang bersangkutan

- memungkinkan adanya gugatan
hukum dari yang bersangkutan

- Mengungkap rahasia Informasi
yang berkaitan dengan hak dan
_rahasia pribadi dapat menggangqu

yang tetap




UJI KONSEKUENSI

JANGKA WAKTU
NO NAMA INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT BILA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang A . . —
Keterbukaan Informasi Publik - Dapat mengungkap rahasia pribadi | - Melindungi data pribadi seseorang
23 Proses Penjatuhan Hukum disiplin Sampal ada keputuean hukum

- Penyalahgunaan data pribadi

- mendapat gugatan dari yang
bersangkutan

yang tetap

Makassar, 20 Februari 2024

KEPALA BADAN,

d

r'a
Dr. Setiawan Aswad, M. Dev., Plg
Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 02




